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Abstrak: Kemajuan teknologi mengubah cara menonton film, dari bioskop ke platform digital seperti Netflix dan Amazon. 

Namun, hal ini juga memicu pembajakan, di mana film didistribusikan secara ilegal, salah satunya melalui Telegram. 

Aplikasi ini sempat diblokir pada 2017, namun kembali beroperasi dan sering digunakan untuk menyebarkan konten 

bajakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus 

untuk menganalisis perlindungan hukum bagi industri film dan penegakan terhadap pembajakan di Telegram. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengaksesan film tanpa izin di Telegram melanggar UU Hak Cipta dan ketentuan 

Telegram. Penyebar dan pihak platform bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Upaya pemblokiran oleh Kominfo 

belum efektif, sehingga diperlukan pencegahan lain seperti larangan merekam di bioskop dan kerja sama antar penegak 

hukum. 
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Abstract: Technological advancements have transformed the way people watch films, 

shifting from traditional cinemas to digital platforms such as Netflix and Amazon. 

However, this development has also triggered an increase in film piracy, where content is 

distributed illegally—one prominent medium being Telegram. Although the application 

was temporarily banned in 2017, it was soon reinstated and has since been widely used to 

disseminate pirated content. This study employs a normative juridical method with a 

statutory and case study approach to analyze the legal protection afforded to the film 

industry and the enforcement measures against piracy on Telegram. The findings indicate 

that accessing cinematographic works on Telegram without proper authorization violates 

Copyright Law and Telegram's terms of service. Both content distributors and the 

platform itself may be held legally accountable. The government's efforts to block illegal 

links via the Ministry of Communication and Information (Kominfo) have proven 

ineffective, highlighting the need for additional preventive measures such as banning in-

theater recordings and strengthening inter-agency cooperation in law enforcement. 
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Pendahuluan 

Menurut UU No. 8 Tahun 1992, film adalah karya seni dan budaya yang berfungsi 

sebagai media komunikasi massa audio-visual. Film dibuat berdasarkan prinsip 

sinematografi dan direkam menggunakan pita seluloid, pita video, piringan video, atau 

media lain yang memanfaatkan teknologi, baik dalam berbagai bentuk, jenis, maupun 

ukuran. Proses pembuatannya bisa melibatkan metode kimiawi, elektronik, atau metode 
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lainnya, dengan atau tanpa suara. Film tersebut dapat dipertunjukkan atau ditayangkan 

melalui proyeksi mekanik, elektronik, atau sistem lain (Solechan, Aulia Tiara, Indriana 

Oktavia, and Julita Pratiwi, 2021). 

Film awalnya merupakan hiburan kelas bawah, namun dengan cepat film mampu 

menebus batas-batas kelas, menjangkau kelas lebih luas dan di segala kalangan dan segmen 

sosial (Yoyon Mudjiono, 2011). Film merupakan hasil karya intelektual seseorang yang 

disertai pengorbanan waktu, biaya, tenaga, dan pikiran. Karena tidak semua orang 

memiliki kemampuan membuat film, maka perwujudannya dalam bentuk film harus dijaga 

(Putu Ayu Diva Pratiwi Ditharosa Kusuma Dan Made Aditya Pramana Putra, 2023). 

Maka dapat penulis simpulkan jika film merupakan karya seni dan budaya yang 

memiliki fungsi sebagai media komunikasi massa audio-visual. Dibuat dengan 

menggunakan prinsip sinematografi, film mencakup berbagai teknologi dan metode dalam 

proses produksinya. Meskipun awalnya dianggap sebagai hiburan kelas bawah, film 

mampu melampaui batas-batas sosial dan menjangkau berbagai kalangan masyarakat. 

Dengan mengandung nilai intelektual dan membutuhkan pengorbanan dari pembuatnya, 

film harus dijaga dan dihargai sebagai hasil kreativitas yang penting. 

Karya sinematografi mencakup berbagai media massa yang menggunakan gambar 

bergerak, seperti film kartun, reportase, dokumenter, dan film komersial. Produk akhir 

yang berbentuk film belum tentu memiliki makna yang sama dengan visual bergerak 

(Rahmi Janed, 2013). Karya sinematografi dibuat oleh sebuah tim yang terdiri dari 

sutradara, pemain, dan juru kamera. Prosesnya dimulai dengan ide atau konsep cerita yang 

divisualisasikan, atau digambarkan sebagai gambar dua dimensi yang bergerak (Saidan, 

2016). 

Kemajuan teknologi memungkinkan masyarakat menonton film kapan saja melalui 

platform digital seperti Netflix dan Amazon. Namun, hal ini juga memicu peningkatan 

pembajakan, terutama lewat aplikasi seperti Telegram. Banyak pengguna menyebarkan 

film secara ilegal melalui public channel, yang mudah diakses dan gratis, sehingga 

mengancam industri perfilman dan hak cipta.  

Telegram, meskipun dirancang sebagai aplikasi komunikasi privat, kerap 

disalahgunakan untuk distribusi film bajakan. Popularitasnya di Indonesia meningkat 

karena biaya bioskop yang mahal, sehingga masyarakat memilih alternatif ilegal. 

Pemerintah sempat memblokir Telegram pada 2017, namun pemblokiran dicabut sebulan 

kemudian. 

Pada 24 Agustus 2024, pendiri Telegram, Pavel Durov, ditangkap di Prancis atas 

tuduhan membiarkan aktivitas ilegal di platformnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan soal 

tanggung jawab platform digital dalam mengawasi konten pengguna. 
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Pembajakan melalui Telegram sangat merugikan, seperti kasus penyebaran film 

Lembayung (2024) dan Deadpool & Wolverine (2024) yang dilakukan akun dengan ribuan 

pengikut. Menurut UU Hak Cipta, distribusi film melalui teknologi informasi hanya 

diperbolehkan jika tidak bersifat komersial dan tidak merugikan pencipta. Dampaknya 

sangat besar: pembajakan pada 2019 menyebabkan kerugian sekitar $1 miliar dan 

menghilangkan potensi 200 juta pekerjaan di industri kreatif Indonesia (Media Partners 

Asia, 2020). Solusi jangka panjang melibatkan: 

1. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembajakan. 

2. Tanggung jawab platform digital seperti Telegram untuk memantau dan menghapus 

konten ilegal. 

3. Edukasi masyarakat tentang pentingnya hak cipta. 

4. Layanan streaming yang terjangkau dan legal agar masyarakat memiliki pilihan sah 

untuk menonton film. 

Masyarakat harus memahami bahwa pembajakan merugikan pencipta dan 

melemahkan industri kreatif secara keseluruhan. Menurut data dari Coalition Against 

Piracy (CAP), tingkat pembajakan konten olahraga di Indonesia pada 2023 mencapai 54 %, 

meningkat 2 % dibandingkan 2022 yang berada di angka 52 %. Pembajakan konten olahraga 

di Indonesia sebagian besar terjadi melalui media sosial, dengan kontribusi sebesar 37 %. 

Beberapa platform yang paling sering digunakan untuk menyebarkan konten bajakan 

meliputi, Telegram: 63%, WhatsApp: 60%, Facebook: 54%, Instagram: 42%, TikTok: 39% 

(Dyah Kumalarani Mahakerty, 2023) 

Fenomena ini menunjukkan bahwa selain website bajakan, media sosial juga 

memainkan peran besar dalam penyebaran konten ilegal, khususnya siaran olahraga. 

Penggunaan platform seperti Telegram dan WhatsApp mempersulit pengawasan karena 

sifat komunikasinya yang tertutup dan terenkripsi. Hal ini menjadi tantangan serius bagi 

upaya pemberantasan pembajakan di Indonesia dan kawasan Asia Pasifik. 

Merujuk pada penjelasan di atas, untuk mendaftarkan suatu karya yang dihasilkan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seseorang dapat 

mengajukan permohonan perlindungan hak cipta yang lebih baik atau tambahan dengan 

cara mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.. Ketika suatu karya seni 

dilindungi oleh hak cipta, pencipta atau pemegangnya dapat memilih untuk 

mengendalikan atau melarang penyebarannya di masyarakat (Henry Soelistyo, 2015). 

Karya sinematografi dilindungi oleh UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, dengan masa 

perlindungan selama 50 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 63. Namun, kemajuan 

teknologi internet telah mempermudah terjadinya pelanggaran hak cipta, khususnya 
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melalui pembajakan film digital. Pembajakan ini merugikan pencipta secara material dan 

moral karena kehilangan royalti yang seharusnya diterima. 

Secara hukum, pengguna yang membajak film melalui platform digital bertanggung 

jawab utama atas pelanggaran tersebut. Namun, penyelenggara sistem elektronik seperti 

Telegram juga dapat dimintai pertanggungjawaban sekunder jika gagal mencegah dan 

menindak penyebaran konten ilegal. Berdasarkan UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019, 

Telegram berkewajiban memastikan bahwa konten di platformnya tidak melanggar 

hukum. Jika Telegram lalai dalam memantau dan menindak pelanggaran, mereka bisa 

dikenai sanksi hukum.  

 

Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian 

hukum yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan 

permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan ini melihat hukum sebagai sistem otonom 

yang terpisah dari pengaruh lembaga sosial lainnya. Fokus analisis adalah pada aspek 

internal hukum positif, baik dari sisi hierarki (vertikal) maupun keselarasan (horizontal) 

antar peraturan. Studi ini juga menyoroti kasus pembajakan beberapa film seperti Keluarga 

Cemara, Story of Kale, Later We Tell About Today, Filosofi Kopi, dan Mantan Manten yang 

didistribusikan secara ilegal melalui Telegram tanpa izin pencipta. 

 

Hasil dan Pembahasan 

A. Pengaturan Hukum Hak Cipta yang diberikan bagi Perfilman di Indonesia 

Undang-Undang (UU) yang mengatur hak cipta pertama kali disahkan dan berlaku 

adalah UU No 19 Tahun 2002 yang saat ini diamandemen dengan UU hak cipta yang 

terbaru yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014. Pada prinsipnya khususnya mengenai definisi dan 

aturan dasar terkait hak cipta masih sama namun ada beberapa poin perubahan yang 

mengakomodir aspek-aspek sebelumnya yang belum tercakup dalam undang-undang 

yang lama (Rizki Wahidah Lubis and Rizal Rizal, 2024). 

Berkaitan dengan itu, film atau sinematografi termasuk dalam jenis HKI yang 

dilindungi khususnya hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf m Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC 2014 

(Siti Wulansari, Yudhia Ismail, and Kristina Sulatri, 2024). 

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 adalah peraturan hukum yang 

mengatur tentang perlindungan hak cipta di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan 

perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta terkait karya-karya yang dihasilkan, 

termasuk film (Oktaviana Sari Dewi and S H Inayah, 2022). Platform Telegram adalah 

sebuah platform streaming yang menyediakan akses kepada pengguna untuk menonton 
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berbagai jenis film dan konten hiburan lainnya. Namun penyebaran film di platform 

Telegram tanpa izin dapat menimbulkan masalah hukum terkait pelanggaran hak cipta. 

Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, penyebaran film tanpa izin dari 

pemegang hak cipta merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi hukum. 

Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak, menyebarluaskan, dan 

memperdagangkan karya cipta mereka, termasuk film. Hal ini berarti bahwa tanpa izin dari 

pemegang hak cipta, penyebaran film tersebut di platform Telegram adalah melanggar 

hukum.  

Penyebaran film di platform Telegram tanpa izin dari pemegang hak cipta dianggap 

melanggar undang-undang hak cipta. Hal ini terjadi apabila film tersebut diunggah atau 

disiarkan di platform tanpa adanya kesepakatan atau persetujuan tertulis dari pemegang 

hak cipta. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi memberikan manfaat 

positif yang besar. Meski demikian, banyak pihak yang menyalahgunakan teknologi 

tersebut. Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, maka perlu memperkuat perlindungan 

terhadap kreativitas, hak cipta, dan mencegah tindakan kejahatan digital.  

Pembajakan daring diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 32 dan Pasal 48, yang mengatur sanksi 

pidana hingga 8 tahun penjara dan denda Rp2 miliar bagi pelaku perusakan atau 

penyalahgunaan informasi elektronik. Selain itu, Pasal 113 UU Hak Cipta (UUHC) juga 

mengatur sanksi pidana atas pelanggaran hak ekonomi pencipta, dan Pasal 120 

menyebutkan bahwa pelaporan dilakukan melalui delik aduan oleh pihak yang dirugikan, 

dengan penyelidikan oleh kepolisian atau PNS tertentu di kementerian. Agar lebih efektif, 

diperlukan kerja sama lintas sektor, termasuk platform digital seperti Telegram, untuk 

menyediakan mekanisme pelaporan dan penghapusan konten ilegal. Teknologi seperti AI 

juga bisa digunakan untuk mendeteksi dan memblokir konten secara otomatis. 

Upaya preventif bertujuan untuk mencegah atau menghindarkan masyarakat dari 

perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum, seperti pembajakan film melalui 

situs-situs film gratis di internet. Dengan pendekatan ini, diharapkan masalah pembajakan 

yang dilakukan oleh masyarakat dapat berkurang. Salah satu langkah preventif untuk 

mencegah pembajakan film adalah melalui peraturan dalam UUHC, yang terus 

diperbaharui oleh pemerintah, dengan versi terakhir yang mulai diterapkan sejak tahun 

(Kemala Megahayati, Muhamad Amirulloh, and Helitha Novianty Muchtar, 2021). 

Peraturan perundang-undangan sudah dengan jelas menetapkan ancaman sanksi, 

termasuk sanksi pidana, yang tujuan dari langkah ini adalah untuk memberikan efek jera 

atau deterrence effect kepada calon pelaku pelanggaran, di mana diatur dalam UUHC di 

pasal 9 ayat (1) UUHC.  
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Kemudian, untuk meningkatkan perlindungan, pemerintah telah mengeluarkan 

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 serta Peraturan 

Menteri Kominfo Nomor 26 Tahun 2015, yang mengatur tentang pelaksanaan penutupan 

konten dan/atau pembatasan hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak 

terkait dalam sistem elektronik. Pasal 15 mengatur bahwa penutupan konten dan/atau hak 

akses pengguna yang melanggar hak cipta harus diumumkan melalui laman resmi 

kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Ancaman penutupan 

konten dan/atau pembatasan hak akses ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk 

mencegah pembajakan film (Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti, 

2022). 

Akses film melalui aplikasi Telegram dapat dianggap sebagai bentuk pembajakan 

digital. Berdasarkan peraturan di Indonesia, terdapat perlindungan hukum yang mencakup 

langkah preventif (untuk mencegah pelanggaran) serta represif (dengan sanksi perdata, 

pidana, dan administratif) terhadap pelanggaran hak cipta, khususnya terkait pembajakan 

film di platform OTT. Pembajakan film yang dilakukan oleh pengguna Telegram jelas 

melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta (Nanda Dwi 

Rizkia and Hardi Fardiansyah, 2022). 

Penyebaran film yang dilakukan melalui Telegram akan dapat memudahkan orang 

lain untuk melakukan pengunduhan secara masal. Pengunduhan secara ilegal yang 

dilakukan oleh seseorang walaupun hanya untuk koleksi pribadi atau jumlah yang 

tergolong kecil tetap saja perbuatan tersebut dapat merugikan pencipta selaku pemilik hak 

dan termasuk dalam perbuatan yang melanggar hak cipta. Setelah sebelumnya peredaran 

film sangat marak dilakukan melalui website ilegal kini peredaran film melalui media 

Telegram sedang marak digunakan sebagai jalan lain untuk menikmati film. Telegram 

mulanya digunakan sebagai sarana komunikasi yang memiliki keluasan fitur terlebih 

dalam ruang penyimpanan dan keamanan.  

Pada aplikasi Telegram user diizinkan untuk berbagi file, foto, audio dan video dengan 

ukuran maksimum 2GB perdokumen. Keluasan inilah yang kemudian dapat dijadikan 

celah bagi beberapa user dalam penggunaannya untuk kepentingan pribadi. Kelebihan 

penyimpanan cloud yang aman membuat segala jenis dokumen termasuk video akan selalu 

tersimpan sehingga memungkinkan untuk diakses secara luas. Terkecuali apabila pihak 

yang mengunggah dokumen tersebut menghapus secara langsung. Berbeda dengan 

aplikasi lain yang secara otomatis akan terhapus dalam 14 hari. Kelebihan dan kemudahan 

inilah yang sekiranya menjadi pemicu penggunaan media Telegram untuk mengakses film 

secara bebas (Nanan Isnaina, 2021).  

Mereka tidak hanya kehilangan pendapatan, tetapi juga hak untuk diakui sebagai 

pencipta karya tersebut. Kemudian, bentuk pelanggaran hak cipta tidak hanya merugikan 



Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 2, Number 4, 2025 7 of 13 

 

 

https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice 

pencipta dari segi ekonomi, tetapi juga berdampak negatif pada industri kreatif secara 

keseluruhan. Ketika karya seperti film didistribusikan tanpa izin melalui platform seperti 

Telegram, hal ini mengurangi insentif bagi para pencipta untuk terus berkarya (Dina 

Prihastuti, 2024). 

Kemajuan teknologi mengubah cara menonton film, dengan hadirnya platform digital 

seperti Netflix dan Amazon. Namun, kemudahan ini juga membuka celah pembajakan. 

Telegram menjadi salah satu aplikasi yang sering digunakan untuk menyebarkan film 

ilegal, terutama karena popularitasnya di Indonesia. Meski sempat diblokir pemerintah 

pada 2017, Telegram tetap beroperasi setelah blokir dicabut juga dapat menggugat secara 

perdata (Pasal 99). 

 

B. Penegakan Hukum Hak Cipta Film yang Disebarluaskan Melalui Aplikasi Telegram  

Pada Agustus 2024, CEO Telegram, Pavel Durov, ditangkap oleh otoritas Prancis di 

Paris karena dugaan Telegram digunakan untuk aktivitas ilegal seperti pornografi anak dan 

perdagangan narkoba. Meski tidak langsung terkait dengan pembajakan film, kasus ini 

menyoroti lemahnya moderasi konten di Telegram dan tantangan hukum akibat fitur 

enkripsi end-to-end.  

Penangkapan ini menjadi langkah tegas pemerintah Prancis dalam meminta 

pertanggungjawaban eksekutif teknologi. Jika terbukti bersalah, Durov bisa menghadapi 

hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda €500.000. Kasus ini menunjukkan pentingnya 

peran platform digital dalam mencegah penyebaran konten ilegal, termasuk film bajakan. 

Dalam konteks pembajakan film di Telegram, pemilik hak cipta dapat mengambil langkah 

hukum meski tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya 

implementasi hukum masih ada. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum 

dipengaruhi lima faktor, salah satunya adalah hukum itu sendiri. Pasal 55 UU Hak Cipta 

menyatakan bahwa setiap orang dapat melaporkan pelanggaran hak cipta di media sosial 

kepada menteri yang berwenang (Robby Noviandy, 2016). 

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan 

hukum. Penegakan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual terutama hak cipta di 

Indonesia masih belum berjalan dengan baik, ditandai masih banyaknya pelaku 

pengunduhan film melalui website tanpa bayar di internet yang merugikan hak ekonomi 

dan hak moral para pencipta, namun pemerintah telah berupaya mencegah terjadinya 

pelanggaran hak cipta dengan memperbaharui Undang-undang hak ciptanya (Gan gan 

Gunawan Raharja, 2020). 

Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menegakkan hukum terhadap 

pelanggaran hak cipta, khususnya dalam industri film. Keterbatasan sumber daya manusia, 

infrastruktur, dan sistem pemantauan menjadi hambatan utama. Banyak pelanggaran 
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terjadi di media sosial dan situs ilegal, termasuk Telegram, yang memungkinkan pengguna 

menyebarkan film bajakan melalui fitur public channel secara anonim dan masif. 

Pemblokiran situs tidak cukup efektif karena situs atau channel baru mudah dibuat kembali. 

Selain itu, penegakan hukum terbatas karena UU Hak Cipta menganut delik aduan, 

sehingga pemerintah tak dapat bertindak tanpa laporan dari pencipta. Banyak pencipta pun 

enggan melapor karena rumitnya birokrasi dan ketidakpastian hukum.  

Faktor lain seperti rendahnya kesadaran masyarakat, budaya konsumsi konten 

bajakan, dan perkembangan teknologi yang lebih cepat dari regulasi turut memperparah 

kondisi. Kurangnya edukasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) membuat 

masyarakat menganggap konten bajakan sebagai hal lumrah. Solusi memerlukan 

pendekatan menyeluruh, termasuk: 

1. Penguatan regulasi dan penegakan hukum oleh Polri, Kominfo, dan DJKI. 

2. Pemanfaatan teknologi seperti AI untuk memantau konten ilegal secara realtime. 

3. Pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat dan media penyiaran tentang pentingnya 

HKI. 

4. Kolaborasi lintas lembaga, termasuk dengan Interpol dan penyedia layanan internet 

(ISP), untuk melacak pelaku lintas negara dan membatasi akses. 

Telegram dan platform digital lain harus lebih bertanggung jawab, termasuk 

merespons laporan pelanggaran hak cipta secara cepat. Tanpa kerja sama lintas sektor dan 

kesadaran publik yang tinggi, upaya memberantas pembajakan akan terus mengalami 

hambatan. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang 

diperoleh sebagai berikut: 

1. Pengaksesan karya sinematografi di Telegram tanpa izin pencipta atau pemegang hak 

cipta melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta, karena penyebaran melalui public 

channel merupakan bentuk penggandaan ilegal. Tindakan ini menguntungkan pelaku, 

sehingga dikategorikan sebagai pembajakan berdasarkan Pasal 113 ayat (4) UU Hak 

Cipta. Selain itu, hal ini melanggar terms of services Telegram. Pengguna yang 

menyebarkan film ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban secara primair, sementara 

Telegram Messenger Inc. juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 5 

ayat (1) PP PSTE karena kelalaiannya dalam memantau aktivitas pengguna. Pencipta 

atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan niaga sesuai 

Pasal 99 UU Hak Cipta untuk menuntut ganti rugi dan penghentian pembajakan. 

2. Penegakan hukum terhadap penyebaran film ilegal di Telegram, seperti pemblokiran 

ratusan tautan oleh Kominfo pada 2021, belum efektif karena channel baru terus 
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bermunculan. Selain itu, pelarangan merekam film di bioskop dilakukan sebagai 

tindakan preventif untuk mengurangi pembajakan. Diperlukan kolaborasi antar penegak 

hukum guna meminimalisir pelanggaran yang merugikan berbagai pihak, termasuk 

masyarakat Indonesia. 

 

Saran 

1. Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap platform digital penyebar konten 

bajakan, seperti melalui penerapan tegas UU No. 28 Tahun 2014. Ini mencakup 

peningkatan kapasitas penegak hukum dan pemberian sanksi tegas bagi pelaku 

pembajakan. Kerja sama antara pemerintah dan industri perfilman juga diperlukan 

untuk mengidentifikasi dan menindak platform ilegal seperti Telegram. 

2. Tindakan pemerintah tidak cukup hanya memblokir saluran pembajakan di Telegram. 

Diperlukan lembaga khusus yang mengawasi aktivitas digital, terutama media sosial, 

guna melindungi hak cipta. Edukasi masyarakat tentang pentingnya menghargai karya 

cipta secara hukum, termasuk perspektif hukum Islam, penting agar tumbuh kesadaran 

moral untuk tidak membajak karya, khususnya di industri film. 
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